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TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN EVALUASI RANCANGAN

PERUBAHAN ANGGIRAN-PET{ONPNTAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2O20

DAN RANCANGAN ANiGANNN PBNOAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBTRT{UR NUSA TENGGARA TIMUR'

Menimbang : a. batrwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Frovinsi Nusa Tenggara Timur merupakan rencana kerja

pemerintahdaerahdibidangkeuangan,sebagaipenjabaran

dari Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon

Anggaran Sementara APBD yang harus disusun setiap

Tahun Anggaran secara terPadu;

b. bahwa untuk kelancaran konsultasi dan perencanaan

dalam proses penyusunan rancangan Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2020 dan APBD Tahun Anggaran 2021

serta agar proses evaluasi sesuai dengan kebutuhan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi

kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah

dengan mempedomani Kebijakan Umum Anggaran dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara' perlu dibentuk Tim

Koordinasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

GubernurtentangTimKoordinasiPenyusunandanEvaluasi

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran

2O2O dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran

2O2Ii



Mengingat : 1.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

2.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara

Barat dan Nusa Tenggara Timur (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2O74 fentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Rancangan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2O2O dan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU terdiri atas Tim Koordinasi Penyusunan dan

Evaluasi Tingkat Pusat dan Tim Koordinasi Penyusunan

dan Evaluasi Tingkat Daerah.

3.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Susunan Tim Penyusunan dan Evaluasi Tingkat Pusat

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Susunan Tim Penyusunan dan Evaluasi Tingkat Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini'

T\rgas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU adalah:

a. Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Tingkat

Pusat:

1. memberi petunjuk dan arahan dalam rangka

penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2O2l;

2. menghimpun data penunjang dalam rangka

evaluasi dan penelitian Rancangan Peraturan

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Tahun Anggaran 2O2O dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tahun Anggaran 2O2l; dan

3. menelaah dan mengevaluasi rancangan Peraturan

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran2O2I.

b. Tim Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Tingkat

Daerah:

1. menyusun konsep r€rncangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021;

2. menyiapkan materi Nota Keuangan Gubernur

atas Rancangan Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O2O dart

APBD Tahun Anggaran 2021;



KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

3. menyiapkan materi tanggapan Gubernur
terhadap pemandangan Umum Fraksi_Fraksi
maupun Badan Anggaran dan Komisi_Komisi
DPRD yang disampaikan dalam pembahasan
rancamgan perubahan ApBD dan ApBD Tahun
Anggaran 2O2l; dan

4. menyiapkan seluruh materi teknis yang
diperlukan dalam mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas penyusunan rancangan
Perubahaa ApBD Tahun Anggaran 2O2O dan
rancangan ApBD Tahun Anggann 2O2L.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim penyusun dan
Evaluasi Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KELIMA bertanggungiawab kepada Gubernur
Nusa Tenggara Timur.
Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah
(DPA SKPD) Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran
2020.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggat I
Januari 2020 sampai dengan 3l Desember 2020,

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal i9 MAR-€T 2020
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

/'"
tpA.ERAH:/

NiP. 19620524
UTAMA
198903 1 014

Tembussn :

-1. lfenteri Dalam Negeri Repubiik Indonesia di Jakarta;
!. Gulernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai iaporanl;
3. Wakil Gubemur_Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah prbvinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Biro Organisasi Setda provinsi N'IT di Kupang;
8. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda provinsi NTT di Kupang;
9. Anggota Tim masing-masing di Tempat.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERITUR NUSA TENGGARA TIMUR
NoMoR : \rb /KEP/HK/2O2O
IANGGAL : i9 '[tln{r-{:f 2O2O

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN DAN EVALUASI
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O2O

DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 202 1

TINGKAT PUSAT

NO NAMA/JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM RINCIAN TUGAS

1 Direktur Jenderal Bina Keuangan
Daerah pada Kementerian Dalam
Negeri

Pengarah Memberikan pembinaan dan arahan dalam melakukan
penelitian dan penelaahan APBD.

2 Sekretaris Direktorat Jenderal
Bina Keuangan Daerah pada
Kementerian Dalam Negeri

Penangung Jawab Memberikan arahan dalam melakukan penelitian dan
penelaahan APBD.

3 Direktur Perencanaan Anggaran
Daerah pada Ditjen Bina
Keuangan Daerah pada,
Kementerian Dalam Negeri

Koordinator Mengoordinir dan memberikan arahan dalam melakukan
penelitian dan penelaahan APBD.

4 Kepala Sub Direktorat
Perencanaan Anggaran Daerah
Wilayah IV Direktorat Jenderal
Bina Keuangan Daerah pada
Kementerian Dalam Negeri

Wakil Ketua a. mengoordinir, menghimpur, menyusun, memberi
petunjuk dalam menelaah APBD;

b. mengoordinir, menghimpufl, memberi petunjuk teknis
dalam menyiapkan seluruh materi teknis yang
diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan
penelitian dan penelaahan APBD; dan

c. mengoordinir, menghimputr, memberikan petunjuk
dalam melakukan pembahasan dan asistensi APBD.



Kepala Seksi Wilayah IVA Subdit
Perencanaan Anggaran Daerah
Wilayah IV Direktorat Jenderal
Bina Keuangan Daerah pada
Kementerian Dalam Negeri

a. menyusun rencana t

::g:Ht:,n g"rdlsarkan. i.r,"",ru kery.a pelaksanaanpenelitian dan penelaahan apg;, ;;"'*"'q 
vvrctA-d'rraiin

o 
3:::5::tdilrl: , menghimpun, menyuun, memberipetunjuk pelaksanaan pekerjaan " dalam rangkapenelitian dan penelaahan APBD.Kepala Seksi Wilayah IVB SubdiT

Perencanaan Anggaran Daerah
Wilayah IV Direktorat Jenderal
Bina Keuangan Daerah pada
Kementerian Dalam Negeri

a. menyusun rencana t"
::::::::':t11- leraasarkan l.r,""r," 

-ke4a 
pelaksanaanpenelitian dan peneraahan APBD; ;;" 
,,vrq'^s'''rr'1't'rr

o 
T::g-g:i-dt"111, , 

menghimpun, menyuun, memberipetunjuk pelaksanaan' p"i.r:""i'-;;;'T#fi;
pelelitian dan penelaahan ApBD.Staf pada Sub direktorat

Perencanaan Anggaran Daerah
Wilayah IV pada Direktorat
Jenderal Bina Keuangan Daerah

Kementerian Dalam Neseri

Membant" *

Pejabat pada Biro Hukum
Sekertariat Jendral Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia

Membant"

a.n. GUEERNUR NUSA
fsornerARrsI

TENGGARA TIMUR
D^ER/^V

PEMBINA UTAMA
NrP. 19620s24 198903 1 014

\n.\-



LAUPIRAIT II : KEPUTUSAII GITBER$I R USA TEI{GCARA TIUUR
IrofoR | \lL /|<EP/HK/2O2O
TAIICTGAL I tg }ARP€T 2o2o

SUSUNAN TIM KOORDINASI PEI1MJSUNAN DAN EVALUASI
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O2O

DAN ANGCARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2021
TINGKAT DAERAH

RINCIAN TUGAS

?1Ar.rp1ifiqn r{an nenelaahan APBD.

NO NAMA/JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM

1. Gubernur Nusa Tenggara
Timur

Pengarah

2. Wakil Gubernur Nusa
Tenggara Timur

Pengarah Memberikan arahan dalam melakukan penelltlan oan
ncnelnqhan APRI).

3. Sekretaris Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Ketua a. mengoordinir, menghimPUfl, menyusun, memoerl
petunjuk dalam menelaah APBD;

b. mengoordinir, menghimPUfl, memberi petunjuk teknis
daht menyiapkan seluruh materi teknis yang diperlukan
dalam mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian
dan penelaahan APBD; dan

c. -"ngoordinir, menghimpufl, memberikan petunjuk dalam
rnclakrrkan nembahasan dan asistensi APBD.

Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas :

a. mengoordinir, menghimPUfl, menyusun' memberi
petunjuk dalam menelaah APBD;

b. meng6ordinir, menghimpufl, memberi petunjuk teknis
dalam menyiapkan seluruh materi teknis yang

diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan
penelitian dan penelaahan APBD; dan

c. mengoordinir, menghimPUfl, memberikan petunjuk
dalam melakukan pembahasan dan asisten

4. Asisten Administrasi Umum
Sekda Provinsi Nusa Tenggara
Timur

Wakil Ketua I



KEDUDUI(AN DALAM TIMNAMA/JABATAN
Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas :

a. mengoordinir, menghimPUh, menyusun' memberi

petunjuk dalam menelaah APBD;

b. *"rrg6ordinir, menghimPUfl, memberi petunjuk teknis

dalam menyiapk.tt a"tt mengevaluasi seluruh materi

teknis penelitian dan penelaahan APBD agar sinkron

dengankebijakandanprioritasperencanaan
pembangunan daerah; dan

c. *.rrgoofoinir, menghimPUfl, memberikan petunjuk
dalat melakukan pelqbahasan dan asistens

Wakil Ketua IIKepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Provinsi NTT

-langkah. oPerasional

kesetretariatan berdasarkan rencana kerja pelaksanaan

penelitian dan penelaahan APBD; dan
b. '*"rtgoordinir, menghimpun, menyusun' memberi

petuijuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka penelitian

dan penelaahan AP€D.

Kepala Badan Keuangan
Daerah Provinsi NTT

Membantu Ketu@aan tugas menyiapkan

ia.tgtaft hngkah operasional Tim Penyusun O:l1l:::$:
,.".ri"rr" k*tj" peiaksanaan penelitian dan penelaahan

Rancangan 
- APBD agar sinkron dengan dokumen

Sekretaris IISekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah
Provinsi NTT

laan keuangan dae14h.

Membantu fetu@anaan tugas menyiapkan

langkah-langkah operasional Tim Penyusun berdasarkan

,.rrl".t" t.tj. peiaksanaan penelitian dan penelaahan

Rancangan Apeb agar sinkion dengan kaidah-kaidah

Sekretaris IIIKepala Bidang Anggaran Pada
Badan Keuangan Daerah
Provinsi NTT



9. Asisten Pemerintahan Sekda
Provinsi NTT

Anggota Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan
pengoordinasian dan konsultasi dengan pihak terkait guna
keterpaduan kebijakan serta tercapai kesepahaman antara
kebijakan pembangunan daerah dan penganggaran dalam
penyusunan APBD dan Perubahan APBD.

10. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekda Provinsi
NTT

Anggota Hrtembantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan
pengoordinasian dan konsultasi dengan pihak terkait guna
keterpaduan kebijakan serta tercapai kesepahaman antara
kebijakan pembangunan daerah dan penganggaran dalam
penyusunan APBD dan Perubahan APBD.

11. Pimpinan dan Anggota Badan
Anggaran DPRD Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Anggota Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan
pengoordinasian dan konsultasi dengan pihak terkait guna
keterpaduan kebijakan serta tercapai kesepahaman antara
kebijakan pembangunan daerah dan penganggaran dalam
penyusunan APBD dan Peruba

L2 Inpektur Daerah Provinsi NTT Anggota Membantu Ketua dalam menyediakan data dan informasi
tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintah daerah dalam penyusunan APBD dan perubahan
APBD.

13. Kepala Badan Pendapatan dan
Aset Daerah Provinsi NTT

Anggota Membantu Ketua dalam menyediakan data informasi tentang
kelembagaan, pelayanan publik serta kinerja organisasi
dalam penyusunan APBD dan perubahan APBD.-

t4. Kepala Biro Organisasi Setda
Provinsi NTT

Anggota Membantu Ketua dalam menyediakan data dan informasi
tentang pengadaan barang dan jasa dalam penyusunan
APBD dan Perubahan APBD.

15. Kepala Biro Pengadaan Barang
dan Jasa Setda Provinsi NTT

Anggota Membantu ketua dalam menyediakan data dan informasi
tentang peraturan perundang-undangan dalam penyusunan
APBD dan Perubahan APBD.

16. Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi NTT

Anggota tvtembantu Ketua dalam menyediakan data dan informasi
tentang pendapatan daerah, rencana kebutuhan barang unit
dan ketersediaan aset daerah dalam penyusunan APBD dan
Perubahan APBD.



t7. Sekretaris DPRD Provinsi NTT Anggota Membantu Ketua dalam menyediakan data dan informasi
tentang pendapatan daerah, rencana kebutuhan barang unit
dan ketersediaan aset daerah dalam penyusunan APBD dan
Perubahan APBD.

18. Sekertaris pada Badan
Keuangan Daerah Provinsi NTT

Anggota Membantu Ketua dalam menyediakan data dan informasi
tentang pengelolaan keuangan daerah dalam penyusunan
APBD dan Perubahan APBD.

I9 Sekertaris pada Badan
Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi NTT

Anggota Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan
pengoordinasian dan konsultasi dengan pihak terkait guna
keterpaduan kebijakan serta tercapai kesepahaman antara
kebijakan pembangunan daerah dan penganggaran dalam
penyusunan APBD dan Perubahan APBD.

24. Kepala Bidang Anggaran pada
Badan Keuangan Daerah
Provinsi NTT

Anggota memberikan dukungan dalam menyediakan data dan
informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam
penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan
strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan
APBD dan Perubahan APBD; dan
membantu mengoordinasi pelaksanaan sinkronisasi
usulan program kegiatan PD (RKA-PD) dengan kebijakan
penganggararL dan perencanaan daerah dalam
penyusunan APBD dan Perubahan APBD.

21. Kepala Bidang Perbendaharaan
pada Badan Keuangan Daerah
Provinsi NTT

Anggota Memberikan dukungan dalam menyediakan data dan
informasi tentang pelaksanaan penatausahaan dalam
penyusunan APBD dan Perubahan APBD.

22. Kepala Bidang Akuntansi dan
Pelaporan pada Badan
Keuangan Daerah Provinsi NTT

Anggota Memberikan dukungan dalam menyediakan data dan
informasi tentang pelaksanaan penatausahaan dan evaluasi
pelaksanaan APBD dalam penyusunan APBD dan Perubahan
APBD.



23. Kepala Bidang Pembinaan
Keuangan Kab/Kota pada
Badan Keuangan Daerah
Provinsi NTT

Anggota Memberikan dukungan dalam menyediakan data dan
informasi tentang evaluasi perencanaan dan penganggaran
pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka sinkronisasi
dengan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi
dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD.

24. Kepala Bagian Peraturan
Perundang-undangan pada
Biro Hukum Setda Provinsi
NTT

Anggota Memberikan dukungan dalam menyediakan informasi dan
data dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD agar
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

25. Kepala Bagian Persidangan,
Humas dan Produk Hukum
Daerah pada Sekretariat DPRD
Provinsi NTT

Anggota Memberikan dukungan dalam melakukan koordinasi untuk
pembahasan rancangan APBD dan Perubahan APBD
bersama DPRD.

26. Kepala Sub Bagian Produk
Hukum Daerah dan
Dokumentasi pada Sekretariat
DPRD Provinsi NTT

Anggota Memberikan dukungan dalam melakukan koordinasi untuk
pembahasan rancangan APBD dan Perubahan APBD
bersama DPRD.

27. Kepala Sub Bagian
Persidangan dan Alat
Kelengkapan Dewan pada
Sekretariat DPRD Provinsi NTT

Anggota Memberikan dukungan dalam melakukan koordinasi untuk
pembahasan rancangan APBD dan Perubahan APBD
bersama DPRD.

28. Kepala Sub Bagian Humas dan
Publikasi pada Sekretariat
DPRD Provinsi NTT

Anggota Memberikan dukungan dalam melakukan koordinasi untuk
pembahasan rancangan APBD dan Perubahan APBD
bersama DPRD.

29. Kepala Sub Bagian Rancangan
Peraturan dan Keputusan
Gubernur pada Biro Hukum
Setda Provinsi NTT

Anggota Memberikan dukungan dalam menyediakan informasi dan
data dalam penyusunan APBD dan Perubahan APBD agar
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

30. Kepala Sub Bagian Rancangan
Peraturan Daerah pada Biro
Hukum Setda Provinsi NTT

Anggota Memberikan dukungan dalam melakukan koordinasi untuk
pembahasan rancangan APBD dan Perubahan APBD
bersama DPRD.



31. Kepala Sub Bidang
Penyusunan Anggaran Bidang
Pemerintahan pada Badan
Keuangan Daerah Provinsi NTT

Anggota a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan
informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam
penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang
pemerintahan;
membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan
strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan
APBD dan Perubahan APBD bidang pemerintahan dan
kesejahteraan rakyat; dan
membantu mengoordinasi pelaksanaan sinkronisasi
usulan program kegiatan PD (RKA-SKPD) dengan
kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam
penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang
pelqe4ntahan dan kesejahteraan rakyat.

b.

c.

32. Kepala Sub Bidang
Penyusunan Anggaran Bidang
Perekonomian dan
Pembangunan pada Badan
Keuangan Daerah Provinsi NTT

Anggota a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan
informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam
penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang
perekonomian dan pembangunan;
Membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan
strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan
APBD dan Perubahan APBD bidang perekonomian dan
pembangunan; dan
membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi
usulan program kegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan
penganggaran dan perencanaan daerah dalam
penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang
perekonomian dan pembangunan.

b.

c.



33. Kepala Sub Bidang
Bidang

pada
Daerah

Penyusunan Anggaran
Ad,ministrasi Umum
Badan Keuangan
Provinsi NTT

Anggota memberikan dukungan dalam menyediakan data dan
informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam
penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang
administrasi umum;
membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan
strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan
APBD dan Perubahan APBD bidang administrasi umum;
dan
membantu mengoordinasi pelaksanaan sinkronisasi
usulan program kegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan
penganggaran dan perencanaan daerah dalam
penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang
administrasi umum.

c.

34. Patricia Maria Arthania, SE/
Staf pada Badan Keuangan
Daerah Setda Provinsi NTT

Anggota memberikan dukungan dalam menyediakan data dan
informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam
penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang
Pemerintahan:
Membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan
strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan
APBD dan Perubahan APBD bidang Pemerintahan dan
membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi
usulan program kegiatan PD (RKA-SKPD) dengan
kebijakan penganggaran dan perencanaan daerah dalam
penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang
Pemerintahan.

35. Alfrit Alfianto Fangidae, A.Md/
Staf pada Badan Keuangan
Daerah Setda Provinsi NTT

Anggota a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan
informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam
penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang
perekonomian dan pembangunan;



strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan

ApBD dan Plrubahan Apgb bidang perekonomian dan

pembangunan; dan
c. membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi

usulan program tegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan

pengangg.r"n dan perencanaan daerah dalam

ffisanaan koordinasi dan Perumusan

i.ttfrr"fr* APBD dan Perubahan APBD bidang

konomian dan Pembangnen'
memberikan a@ menyediakan data dan

informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi
p.r"rr".ttaan dan penganggaran serta pelaporan dalam

p.rryr".rrr"r, APBb a"" Perubahan APBD bidang

perekonomian dan Pembangunan;
membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan

strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan

ApBD dan perubahan Apgn bidang perekonomian dan

pembangunan; dan
membantu mengoordinasi pelaksanaan sinkronisasi
usulan program iegiatan (RKA-SKPD) dengan- kebijakan

penganggaran dan perencanaan daerah dalam

penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang
ian dan pemb44gg44n.

Anselmusi Bhui/ Staf Pada
Badan Keuangan Daerah Setda
Provinsi NTT

36.

menYediakan data dan

informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi
p"r.t..rraan dan penganggaran serta pelaporan dalam

p.tyr"trr.t APBb ?"" Perubahan APBD bidang

perekonomian dan Pembang-unan ;

il4embantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan

strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan

ApBD dan perubahan Ape-D bidang perekonomian dan

pembangunan; dan

Carla Ivonia Pereira, SE/ Staf
pada pada Badan Keuangan
Daerah Provinsi NTT



c. rnembantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi
usulan program kegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan
penganggaran dan perencanaan daerah dalam
penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang
perekonomian dan Pembangunan.

38. Muhamad Syahril, A.Md/ Staf
pada pada Badan Keuangan
Daerah Provinsi NTT

Anggota memberikan dukungan dalam menyediakan data dan
informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam
penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang
perekonomian dan pembangunan;
membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan
strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan
APBD dan Perubahan APBD bidang perekonomian dan
pembangunan; dan
membantu mengoordinasi pelaksanaan sinkronisasi
usulan program kegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan
penganggaran dan perencanaan daerah dalam
penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang
perekonomian dan pembangunan.

b.

c.

39. Roy Laykopan, S.Kom/ Staf
pada pada Badan Keuangan
Daerah Provinsi NTT

Anggota mernberikan dukungan dalam menyediakan data dan
informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam
penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang
perekonomian dan pembangunan;
Membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan
strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan
APBD dan Perubahan APBD bidang perekonomian dan
pembangunan; dan
membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi
usulan program kegiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan
penganggaran dan perencanaan daerah dalam
penyusunarl APBD dan Perubahan APBD bidang
perekonomian dan pembanguq

a.

b.

c.



menyediakan data dan

informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi
p"."rr""rraan dan penganggaran serta pelaporan dalam
^p"nyt*trr"t APBb d.tt Perubahan APBD bidang

perekonomian dan Pembangunan;
membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan

strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan

ApBD dan Perubahan Apeb bidang perekonomian dan

pembangunan; dan
membantumengkoordinasipelaksanaansinkronisasi
usulan program Legiatan (RKA-SKPD) dengan kebijakan
penganggaran dan perencanaan daerah dalam

p.rryrr"rrr"n APBD dan Perubahan APBD bidang

Rudi Wahono Putro , S.Kom /
Staf pada Badan Keuangan
Daerah Provinsi NTT

40.

Me*ba"tu Kepar" suu eiaang Anggaran dalam pelaksanaan

Perekonomian dan ls!?!3ggunan'

tugas :

a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan

informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran selta pelaporan dalam

penyusunan APBb dan Perubahan APBD bidang

Perekonomian dan Pembangunan;
b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan

strategi kebijakan penganggaran d3lary penyusunan

ApBD dan Plrubahan ApnO bidang Perekonomian dan

Pembangunan; dan
c.membantumengkoordinasipelaksanaansinkronisasi

usulanprogramkegiatanPD(RKA-PD)dengankebij-akan
pengangg"i"t dan perencanaan daerah dalam

penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang

Yakobis Dano, SE/ Staf Pada
Badan Keuangan Daerah Setda
Provinsi NTT

Anggota

4I. Anggota



42. Samuel Ndun, SE/ Staf pada
Badan Keuangan Daerah Setda
Provinsi NTT

Anggota a.

b.

c.

memberikan dukungan dalam menyediakan data dan
informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam
penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang
Perekonomian dan Pembangunan;
membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan
strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan
APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan
Pembangunan; dan
membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi
usulan program kegiatan PD (RKA-PD) dengan kebijakan
penganggaran dan perencanaan daerah dalam
penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang
Perekonomian dan Pembangunan.

43. Heriyanto Jemi, SE/ Staf pada
Badan Keuangan Daerah Setda
Provinsi NTT

Anggota

b.

c.

memberikan dukungan dalam menyediakan data dan
informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam
penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang
Perekonomian dan Pembangunan;
membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan
strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan
APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan
Pembangunan; dan
membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi
usulan program kegiatan PD (RKA-PD) dengan kebijakan
penganggaran dan perencanaan daerah dalam
penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang
Perekonomian dan Pembangunan.



44. Marsel Nani/ Staf pada pada
Badan Keuangan Daerah
Provinsi NTT

Anggota rnemUeritian dukungan dalam menyediakan data dan
informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam
peryu*ntr"tt APBD dan Perubahan APBD bidang
Perekonomian dan Pembangunan;
membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan
strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan
APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan
Pembangunan; dan
membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi
usulan program kegiatan PD (RKA-PD) dengan kebijakan
penganggaran dan perencanaan daerah dalam
penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang
Perekonomian dan Pemlangunan.

45. Sisilia Nineng Da Gomezl Staf
pada pada Badan Keuangan
Daerah Provinsi NTT

Anggota memberikan dukungan dalam menyediakan data dan
informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam
p"tyr*,ttt"tt APBD dan Perubahan APBD bidang
Perekonomian dan Pembangunan;
membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan
strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan
APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan
Pembangunan; dan
membantu mengkoordinasi pelaksanaan sinkronisasi
usulan program kegiatan PD (RKA-PD) dengan kebijakan
penganggaran dan perencanaan daerah dalam
penyu"uttan APBD dan Perubahan APBD bidang
Perekonomian dan Pembangu

I

b.



46. Maria Selvyana Lalu Beo, SE/
Staf pada Badan Keuangan
Daerah Setda Provinsi NTT

Anggota Membantu Kepala Sub Bidang Anggaran dalam pelaksanaan
tugas :

a. memberikan dukungan dalam menyediakan data dan
informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam
penyusunan APBD dan APBD Perubahan bidang
Administrasi Umum;

b. membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan
strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan
APBD dan APBD Perubahan bidang Administrasi
Umum; dan

c. membantu mengoordinasi pelaksanaan sinkronisasi
usulan program kegiatan PD (RKA-PD) dengan kebijakan
penganggaran dan perencanaan daerah dalam
penyusunan APBD dan APBD Perubahan bidang
Administrasi Umum.

47. Arifin, S.Sos/
Keuangan
Provinsi NTT

Staf pada Badan
Daerah Setda

Anggota memberikan dukungan dalam menyediakan data dan
informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam
penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang
Perekonomian dan Pembangunan;
membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan
strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan
APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan
Pembangunan; dan
membantu mengoordinasi pelaksanaan sinkronisasi
usulan program kegiatan PD (RKA-PD) dengan kebijakan
penganggaran dan perencanaan daerah dalam
penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang
Perekonomian dan Pembangunan.

b.



Yediakan. data dan

informasiuntukkep"erluankoordinasidansinkronisasi
;;;;;;"aan dan penganggafan serta pelaporan dalam

i"tyr"ttt"tt APBb l"tt Perubahan APBD bidang

Perekonomian dan Pembangunan;
membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan

strategi kebijakan penganggtran dalam penyusunan

APBD dan perui"fr"" Lpeb bidang Perekonomian dan

Pembangunan; dan . rkronisasimembantu mengoordinasi pelaksanaan slr

usulan program k-egiatan PD (RKA-PD) dengan kebijakan

penganssaran dLn . 
perenca"ST oHSl i:t*

ffi;]*ffi; APBD dan Perubahan APBD bidang

Perekonomian dan

Angelia Heleni HaYong, S.Sos/
Staf pada Badan Keuangan
Daerah Setda Provinsi NTT

48.

ffi;ffi;;; APBD dan Perubahan APBD bidang

P"t"kottomian dan Pembangunan'

menYediakan. data dan

informasi untuk kep"erluan koordinasi dan sinkronisasi

p.t"""""aan dan penganggalan serta pelaporan dalam

i"n]"""t "" 
APBb a"" - Perubahan APBD bidang

Perekonomian dan Pembangunan;
membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan

*it.t"gi kebijakan penganggarat'L dalam penyusunan

APBD dan perubahan Apg-D bidang Perekonomian dan

Pembangunan; dan . rkronisasimembantu mengoordinasi pelaksanaan slr

usulan program liegiatan PD (RKA-PD) dengan- kebijakan

pensanssaran d; . 
perencaniT oH31 ii:T

Juanita Bengngu, A.Md/ Staf
pada Badan Keuangan Daerah
Setda Provinsi NTT

49.



:
memberikan au iakan. data dan

informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi
I olarn

Hr""Tffi#";; pengarrggaran serta pelaporan dalam

Denvusunan eFeb 1"" - Perubahan APBD bidang
^P"t"kottomian dan Pembangunan ;

*"*f""t" pelaksanaan koordinasi dan perumusan

-ir"f.gi kebijakan penganggT"t dalam penyusunan

A'BD aan peru;ani" LpeD bidang perekonomian dan

Pembangunan; dan . rkronisasimembantu mengoordinasi pelaksanaan srr

usulan program^f"gi;'"" eo lnra-PD) dengan kebijakan

pensanssaran -{in . 
perencaTil^- a"ffi ;}:tffiffil?;:i"#i" o""o dan perubahan APBD bidang

'P"t"kottomian dan Pembans.un '

Urias Nomleni/
Badan Keuangan
Provinsi NTT

#lii::ffi npsp dan perubahan APBD bidang
^P.t"kottomian dan Pembangunan'

an. data dan

informasi untuX^kep?tf""tt koordinasi dan sinkronisasi
Aolarn

#t".T;#;";;" pensansgaran serta pelaporan dalam

penvusunan epgb 1"" - Perubahan APBD bidang
'P.t"kottomian dan Pembangunan ;

-"*t""," pelaksanaan koordinasi dan perumusan

;;*gt tceuijat an penganggaran dalam penyusunan

A'BD a"n perui"fti" i'pe6 bidang Perekonomian dan

Pembangunan; dan . rkronisasi
membantu mengoordinasi pelaksanaan slr

usulan progr"r,i'Lfu;4" pn (zu<n-PD) dengan kebijakan

pensanssaran -{{r . 
perencanffi^- a"X$ *:tffi

Sat*"a Pua Dawe, SE/ Staf
pada pada Badan Keuangan
Daerah Provinsi NTT

51.

50.



52. Jumsar, S.Pi, M.Si/ Staf pada
Badan Keuangan Daerah
Provinsi NTT

Anggota a.

b

memberikan dukungan dalam menyediakan data dan
informasi untuk keperluan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran serta pelaporan dalam
penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang
Perekonomian dan Pembangunan;
membantu pelaksanaan koordinasi dan perumusan
strategi kebijakan penganggaran dalam penyusunan
APBD dan Perubahan APBD bidang Perekonomian dan
Pembangunan; dan

membantu mengoordinasi pelaksanaan sinkronisasi
usulan program kegiatan PD (RKA-PD) dengan kebijakan
penganggaran dan perencanaan daerah dalam
penyusunan APBD dan Perubahan APBD bidang
Perekonomian dan Pembangunan.
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